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Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Depok. Jika hasil dari
pembangunan semakin tepat sasaran, maka tingkat keberhasilan semakin tinggi.
Disisi lain, pemerintah desa masih berupaya untuk melakukan pembangunan
dengan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana infrastruktur guna
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan berpedoman pada Rencena
Kerja Pemerintah Desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pembangunan infrastruktur di Desa Depok yang ditinjau dari
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Figih Siyasah sebagai landasan hukum
yang memuat tentang pedoman pembangunan infrastruktur.

Fokus dalam peneltian ini adalah: 1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur
Ditinjau Dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?. 2) Bagaimana
Pembangunan Infrastruktur Di Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten
Trenggalek Prespektif Siyasah?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsaan data menggunakan
triangulasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pembangunan infrastruktur dapat
dibilang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, hal ini dapat
dilihat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
infrastruktur yang dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Namun, pembangunan di Desa Depok masih menekankan pada pembangunan
sektoral. 2) Dalam perspektif Figih Siyasah dusturiyah tasri’iyah yang membahas
mengenai  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan,  pembangunan
infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Desa Depok belum dikatakan maksimal
dalam mencapai kemaslahatan, dikarenakan pembangunan yang dilakukan
cenderung lebih pada pembangunan sektoral.
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Infrastructure development is the main focus in an effort to improve the
quality of life of the people in Depok Village. If the results of development are
more targeted, the success rate will be higher. On the other hand, the village
government is still trying to carry out development by providing facilities,
infrastructure and facilities to improve services to the community based on the
Village Government Work Plan. Therefore, this study aims to investigate
infrastructure development in Depok Village in terms of Permendagri No.
114/2014 and Figh Siyasah as a legal basis that contains guidelines for
infrastructure development.

The research method used is a qualitative method with a field research
approach. In this study using data collection techniques in the form of
observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data
reduction, data presentation and conclusion drawing. While checking the validity
of the data using triangulation.

The results showed that: 1) Infrastructure development can be said to be in
accordance with Permendagri Number 114 of 2014, this can be seen from the
planning, implementation and supervision processes of infrastructure development
which are carried out in a participatory, transparent and accountable manner.
However, development in Depok Village still emphasizes sectoral development.
2) In the perspective of Figh Siyasah dusturiyah tasri‘iyah, which discusses the
implementation of laws and regulations, infrastructure development carried out by
the Depok Village Government has not been maximized in achieving benefits,
because the development carried out tends to be more sectoral development.
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